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BUPATI PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAT

AN

HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PONOROGO

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan

1.

penanggulangan Corona Virus Disease 2019 melalui
penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi
serta untuk melaksanakan ketentuan huruf B angka 3
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember
2021 Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron
serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 123 Tahun 2020, perlu untuk disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020
tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020
tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease

2019 di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2020 Nomor 123);

il i

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 tentang
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Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah

Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 123), diubah kembali
sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu
angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Ponorogo.

g e

Bupati adalah Bupati Po

w

4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2
(SARSCoV-2). Dimana SARS-CoV-2 merupakan corona

virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi
sebelumnya pada manusia.

L AiiaRl

S. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ponorogo.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Ponorogo.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga
Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan/jasa.

ARATR

8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo yang
selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang
dibentuk oleh Bupati Ponorogo, mempunyai tugas
mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui
sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi,
masyarakat, dan media.

9. Sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari
Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau
memulihkan dalam keadaan semula.

10. Aplikasi ~ Peduli  Lindungi adalah aplikasi yang

dikembanglkan untult memhantins inctanci nemerintah
CA. “A i1 A3

ALiviaa Llélhu.l.l LLLLLL AilinsiiansCAriL A AT LCLL AT tl it S S Pl i §
terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka
baru, yaitu angka 9, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara
lain meliputi :

a. bagi perorangan :

L

3.
4.

menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus
keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang
tidak diketahui status kesehatannya;

mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun
dengan air mengalir;

pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. bagi pelaku wusaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :

i

o

sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media
informasi untuk memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pericegahan dan pengendalian
COVID-19;

penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang
mudah diakses dan memenuhi standar atau
penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer;

upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan
kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di
lingkungan kerja;

upaya pengaturan jaga jarak;

pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat
yang beresiko dalam penularan dan tertularnya
COVID:=19;

fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran COVID-19;

menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol
Kesehatan sesuai kegiatannya; dan

menyediakan fasilitas aplikasi PeduliLindungi dan
memanfaatkannya secara optimal.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :

a.
b.

perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
sekolah /pondok pesantren/institusi pendidikan
lainnya;

tempat ibadah;




terminal;

transportasi umum,;

supermarket dan mall;

pasar tradisional dan minimarket;

apotek dan toko obat;

restoran /rumah makan dan kafe;

warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan
sejenisnya;

bioskop;

pusat kebugaran dan gym;

perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
gedung/tempat pertemuan /tempat resepsi pernikahan'

5 0 op
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dan rekrea81

toko kelontong/agen outlet wvoucher, barbershop/

pangkas rambut, spa, panti pijat, laundry, pedagang
asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, salon
kecantikan dan lain-lain;

ke

q. fasilitasi pelayanan kesehatan;
r. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan
adanya kerumunan massa; dan

s. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus
memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan fasilitas aplikasi PeduliLindungi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 huruf b angka 9, dikecualikan
untuk tempat dan fasilitas umum antara lain :

a. sekolah/pondok pesantren/institusi pendidikan
lainnya;

tempat ibadah;

transportasi umum;

apotek dan toko obat;

pasar tradisional dan minimarket;

warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan
sejenisnya; dan

"o oo o

g. toko kelontong/agen outlet wvoucher, barbershop/
pangkas rambut, spa, panti pijat, laundry, pedagang
asongan bengkel kecil, cucian kendaraan, salon

Aanartilen o
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4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 Pebruari 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-02-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

”

AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003
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